B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN
1.1. PENGAWASAN REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI PAPUA
BARAT

1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi
Papua Barat Nomor : 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019
perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang
dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 di Meridien Ballroom

Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun

Hill, Blok B-3, JIl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat
98315 Indonesia, pada intinya Pada tanggal 07 May 2019

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD

RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019 dimulai pada

pukul 11.00 WIT dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua

Barat sdr. Amos Atkana dan di hadiri oleh 3 Komisioner
lainnya, Setelah melakukan pembukaan pleno, kemudian

ketua KPU Provinsi Papua Barat mulai memberikan
kesempatan untuk KPU Kabupaten/Kota untuk
membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota,
dimana Diawali dari KPU Kabupaten Raja Ampat dalam
penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak

ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon
anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, berikutnya KPU Kabupaten Teluk



Wondama dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan
lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik
dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten
kemudian dilanjutkan dengan KPU Kabupaten
Pegunungan Arfak dan ada keberatan dari Partai
Kebangkitan Nasional tetapi tidak disertai bukti sehingga
tidak memenuhi syarat formil dan materil, berikutnya
Kabupaten Kaimana dalam penyampaian hasil
rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari
Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
berikutnya Kota Sorong dalam penyampaian hasil
rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari
Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,
berikutnya Kabupaten Manokwari Selatan dalam
penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak
ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon
anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota,berikutnya Kabupaten Tambrauw dalam
penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak
ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon
anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong dalam
penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak
ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon
anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong Selatan

dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan



tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi
calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Teluk Bintuni
dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan
tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi
calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota  selanjutnya dilanjutkan pembacaan
hasil rekapitulasi KPU kabupaten Manokwari pada
pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten
Manokwari sempat terhenti karena pihak KPU Manokwari
membacakan hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan
yang dipegang oleh bawaslu dan saksi yang hadir
sehingga pleno di skors untuk KPU Kabupaten
Manokwari menyiapkan kembali dan membaca ulang
dengan hasil yang sesuai dengan Bawaslu Kabupaten
Manokwari dan saksi yang telah disahkan, berikutnya
KPU Kabupaten Fak Fak dalam penyampaian hasil
rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari
Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR R,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan
yang terakhir pembacaan hasil rekapitulasi KPU
Kabupaten Maybrat pada saat pembacaan perolehan
suara calon anggota DPD RI Bawaslu Papua Barat
menemukan perbedaaan dengan data formulir model
DB1 yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten
Maybrat yang sudah ditanda tangani oleh anggota KPU
Maybrat dengan para saksi (pertanggal 14 Mei 2019)
berbeda dengan data formulir model DB1 yang diperoleh
Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu di

kabupaten Maybrat dan belum di tanda tangani oleh



anggota KPU Maybrat dan para saksi, sehingga Bawaslu
Papua Barat melakukan interupsi dan
merekomendasikan untuk data dikembalikan sesuai
dengan hasil pleno yang telah dilakukan di Kabupaten
Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam. perbedaan
data formulir model DB1 ini juga di protes oleh calon
anggota DPD an. Abdullah Manaray No. Urut 21 dan
No.urut 29 calon anggota DPD Sofia Maipauw, sehingga
KPU Papua Barat memerintahkan KPU Maybrat untuk
membacakan hasil pleno yang sudah dikembalikan ke
hasil perolehan suara yang benar yaitu hasil pleno yang
dilakukan tanggal 13 Mei 2019 malam hari di kabupaten
Maybrat. Dan selanjutnya rapat pleno dilanjutkan kembali
dan terdapat keberatan dari calon anggota DPD Abdullah
Manaray, dan Sofia Maipauw terhadap rekapitulasi
perolehan suara di kabupaten Maybrat sehingga KPU
Papua Barat mempersilahkan para saksi mengisi form
DC2 keberatan dan dilampirkan bukti namun calon
anggota DPD nomor urut 21 tidak mengisi keberatan dan
menuntut untuk menghitung seluruh TPS di maybrat
sehingga rapat sempat mengalami keterlambatan
kemudian KPU papua barat mengesahkan hasil pleno
untuk pemilihan calon anggota DPD sehingga dalam
pengesahanya saksi calon anggota DPD Nomor urut 21
abdullah manaray tidak setuju dan melakukan walkout.
Sedangkan keberatan berikutnya dari saksi parpol dan
calon anggota DPRD provinsi papua barat dari partai
Hanura(an. Jhon Asmuruf), Demokrat(an. Pieter Konjol),
Golkar(Alexander Silas E. Dedaida) dan Gerindra

mengajukan keberatan atas hasil jenis surat suara DPRD



Papua Barat Dapil 4 namun mereka tidak dapat
menunjukan bukti yang kuat untuk dilakukan koreksi dan
meminta untuk menghitung ulang formulir C1 plano.
sehingga KPU Papua Barat berpendapat bahwa rapat
pleno rekapituasi telah sesuai dengan hasil formulir DB1
yang telah diberikan ke saksi peserta pemilu dan bawaslu
maybrat, selanjutnya KPU papua barat mengesahkan
hasil rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan
DPRD provinsi papua barat. kemudian pada pukul 02.00
Wit bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari &
Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, JI. Esau Sesa
Manokwari Papua Barat 98315, KPU Papua Barat
melakukan pemusnahan formulir DB1 sertifikat
rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD
dari setiap kecamatan di kabupaten Maybrat yang
tertanggal 14 Mei 2019 disaksikan oleh komisioner KPU
papua barat, Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta
pemilu yang hadir dan pleno ditutup pada tanggal 16 Mei
2019 pukul 03.10 Wit dengan hasil : (Bukti PK.35-2 dan
PK.35-9)
1.1.1.1. Pasangan Calon 01 Ir. H. JOKO WIDODO -
Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN memperoleh
suara 508.997 dan Pasangan Calon 02 H.
PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA
SALAHUDDIN UNO memperoleh suara
128.732
1.1.1.2. Rekapitulasi DPR RI Partai Kebangkitan
Bangsa 29.843, Partai Gerakan Indonesia Raya
73.961, Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan 101.713, Partai Golongan Karya



1.1.13.

1.1.1.4.

103.012, Partai Nasdem 109.157, Partai
Gerakan Perubahan Indonesia 3.391, Partai
Berkarya 11.016, Partai Keadilan Sejahtera
16.162, Partai Persatuan Indonesia 20.010,
Partai Persatuan Pembangunan 8.089, Partai
Solidaritas Indonesia 6.919, Partai Amanat
Nasional 26.429, Partai Hati Nurani Rakyat
15.750, Partai Demokrat 68.147, Partai Bulan
Bintang 3.891, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia 3.617

Rekapitulasi DPD Abdullah Manaray, ST.
memperoleh suara 66.949 , Amos Lukas
Watori, SH. 21.017 ,Filep Wamafma, SH.,
M.Hum. 83.174 ,Jacob Esau Komigi, SH., MM.
memperoleh suara 66.172 ,Kariadi, SH., MH.
memperolen suara 30.790 ,Mamberob
Yosephus  Rumakiek, S.Si., M.Kesos.
memperoleh suara 85.062 , M. Sanusi
Rahaningmas, S.Sos. , M.MSip. memperoleh
suara 70.232 , Sirajudin, SH. memperoleh
suara 35.360 , Sofia Maipauw memperoleh
suara 54.960, Yance Samonsabra, SH.
memperoleh suara 80.000

Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 1 Partai
Kebangkitan Bangsa 3.355, Partai Gerakan
Indonesia Raya 13.817, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan 24.485, Partai Golongan
Karya 21.708, Partai Nasdem 31.029, Partai
Gerakan Perubahan Indonesia 4.239, Partai

Berkarya 3.566, Partai Keadilan Sejahtera



1.1.15.

1.1.16.

9.455, Partai Persatuan Indonesia 11.292,
Partai Persatuan Pembangunan 1,338, Partai
Solidaritas Indonesia 6.815, Partai Amanat
Nasional 7.938, Partai Hati Nurani Rakyat
9.603, Partai Demokrat 9.240, Partai Bulan
Bintang 2.209, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia 16.153

Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 2 Partai
Kebangkitan Bangsa 5.942, Partai Gerakan
Indonesia Raya 10.523, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan 18.760, Partai Golongan
Karya 17.239, Partai Nasdem 13.411, Partai
Gerakan Perubahan Indonesia 584, Partai
Berkarya 2.678, Partai Keadilan Sejahtera
5.725, Partai Persatuan Indonesia 3.039, Partai
Persatuan Pembangunan 1.198, Partai
Solidaritas Indonesia 695, Partai Amanat
Nasional 7.528, Partai Hati Nurani Rakyat 3.173
Partai Demokrat 12.574, Partai Bulan Bintang
1.793, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
6.255

Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 3 Partai
Kebangkitan Bangsa 3.089 , Partai Gerakan
Indonesia Raya 7.650, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan 11.247, Partai Golongan
Karya24.881 , Partai Nasdem 7.619, Partai
Gerakan Perubahan Indonesia 1.583 , Partai
Berkarya 5.192, Partai Keadilan Sejahtera
3.547 , Partai Persatuan Indonesia 3.212, Partai

Persatuan Pembangunan 146, Partai



1.1.1.7.

1.1.1.8.

Solidaritas Indonesia 923, Partai Amanat
Nasional 6.123, Partai Hati Nurani Rakyat
7.446, Partai Demokrat 12.424, Partai Bulan
Bintang 1.625, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia 1.708;

Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 4 Partai
Kebangkitan Bangsa 2.459, Partai Gerakan
Indonesia Raya 7.113, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan 7.009, Partai Golongan
Karya 15.977, Partai Nasdem 18.529, Partai
Gerakan Perubahan Indonesia 1.494, Partai
Berkarya 2.422, Partai Keadilan Sejahtera
3.799, Partai Persatuan Indonesia 800, Partai
Persatuan Pembangunan 101, Partai
Solidaritas Indonesia 971, Partai Amanat
Nasional 5.831, Partai Hati Nurani Rakyat 8.249
Partai Demokrat 26.658, Partai Bulan Bintang
93, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
2.296

Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 5 Partai
Kebangkitan Bangsa 6.920, Partai Gerakan
Indonesia Raya 6.656, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan 20.161, Partai Golongan
Karya 20.718, Partai Nasdem 19.239, Partai
Gerakan Perubahan Indonesia 1.039, Partai
Berkarya 2.088, Partai Keadilan Sejahtera
3.122 , Partai Persatuan Indonesia 8.663, Partai
Persatuan Pembangunan 2.416, Partai
Solidaritas Indonesia 2.731, Partai Amanat
Nasional 7.775, Partai Hati Nurani Rakyat 7.635



Partai Demokrat 10.832, Partai Bulan Bintang
304, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
3.142

1.1.1.9. Rekapitulasi tingkat provinsi mengalami
kemunduran menjadi tanggal 15 Mei 2019 yang
sebelumnya ditentukan dari tanggal 7 - 12 Mei
2019 dikarenakan menunggu pleno tingkat
kabupaten/kota yang belum selesai melakukan
pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota;
(Bukti PK.35-9)

1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi
Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019
perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang
dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan
tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Meridien Ballroom
Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun
Hill, Blok B-3, JIl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat
98315 Indonesia, KPU Papua Barat telah menetapkan
hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu
tahun 2019, sesuai dengan form model DC.KPU Berita
Acara Nomor : 637/PL.08-BA/ 92/PROV/V/2019 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Bukti PK.35-1)



1.1.3. Bahwa sebelum hari pemungutan suara Bawaslu Provinsi
Papua Barat telah mengeluarkan Surat kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota dengan Nomor
017/K.PB/PM.00.01/1V/2019 tanggal 13 April 2019
perihal Instruksi Pengawasan Menjelang  Hari
Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Bukti PK.35-6)

1.1.4. Bahwa setelah hari pemungutan suara Bawaslu Papua
Barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota dengan Nomor:
019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019
tentang Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model
C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019
(BUKTI PK.35-7)

1.1.5. Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi
penghitungan suara bawaslu papua barat telah
mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
dengan Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02
Mei 2019 perihal instruksi Pengawasan Pelaksanaan
Rekapitulasi Penghitungan Suara (BUKTI PK.35-8)

2. KETERANGAN MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA BESERTA TINDAK LANJUTNYA.
Bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang Undang dalam
upaya untuk tegaknya norma norma hukum secara nyata, maka
sejatinya Penegakan Hukum Pemilu telah dilakukan oleh Bawaslu Se-
Papua Barat., Hal tersebut ternilai pada penerimaan dan tindak lanjut
temuan dan laporan pelanggaran pada masing masing tingkatan
Bawaslu Se- Papua Barat. Berikut kami uraikan beberapa Temuan dan
Laporan Pelanggaran di Wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut:
2.1. Provinsi Papua Barat
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2.1.1. Temuan Nomor : 001/LHP/PB/PM.00.01/111/2019.

2.1.2.

tanggal temuan dimaksud adalah perihal adanya
Keikutsertaan anak anak dalam Pelaksanaan Kampanye
di Lapangan Borarsi pada tanggal 27 Maret 2019, serta;
Terdapat Keikutsertaan Pejabat Wakil Gubernur Provinsi
Papua Barat atas nama Mohamad Lakotani yang belum
menyerahkan isi cuti kampanye kepada Bawaslu Provinsi
Papua Barat. Yang bersangkutan yakni saudara
Mohamad Lakotani ikut pada Kampanye Calon Wakil
Presiden nomor urut 02 Bapak Sandiga Salahudin Uno di
Manokwari. temuan dimaksud kemudian ditindaklanjuti
dengan pemanggilan dan Klarifikasi terhadap Ketua
Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua
Barat. [ Bukti PK.35. 4]

Atas hasil kajian, Bawaslu Provinsi Papua Barat
mengeluarkan Surat Teguran kepada Tim Badan
Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat.
Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019.
Tanggal 9 Maret 2019, Perihal Dugaan Penghilangan 10
(sepuluh) Suara Sah Partai PDIP Perjuangan Indonesia
pada Saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tambrauw.
Laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor atas nama
Oktavianus Sawia kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat
pada tanggal 9 Mei 2019 [ Bukti PK.35-.5]. Bahwa untuk
menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua
Barat telah menanyakan permasalahan tersebut pada
saat jalannya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan suara di tingkat Provinsi khusus
tepat pada pembacaan hasil rekapitulasi hasil

penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw.
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2.1.3.

Bahwa atas pertanyaan dugaan pelanggaran
sebagaimana dilaporkan, Pimpinan Pleno rekapitulasi
hasil penghitungan dan perolehan suara KPU Provinsi
Papua Barat pada intinya menjelaskan bahwa karena
permasalahan yang dilaporkan dan disampaikan adalah
jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota, atas dasar
rujukan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara
pemungutan dan rekapitulasi penghitungan perolehan
suara. dengan demikian maka permasalahan
sebagaimana  dilaporkan tidak memiliki  ruang
penyelesaian di tingkat Pleno di KPU Provinsi.

[ Bukti PK.35- 9]

Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi
Papua Barat melimpahkan Laporan pelanggaran yang
sudah terpenuhi syarat formil dan materil tersebut untuk

dapat ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tambrauw

Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019
tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di
tingkat KPU Kabupaten Maybrat. Laporan Pelapor atas
nama Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida
disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat,
kemudian untuk dapat melengkapi syarat formil dan
materi  sehingga laporan  pelapor  Nomor

003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 diregistrasi dengan
Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 Pada
Tanggal 22 Mei 2019. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua
Barat kemudian menindalanjuti Laporan Pelapor dengan

memanggil dan mengklarifikasi terlapor yakni Ketua dan
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Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU
Kabupaten Maybrat serta  Kassubag  Teknis
Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat.
(Bukti. 35-10 Sampai dengan Bukti PK.35-17)

Bahwa untuk membuktikan laporan dugaan pelanggaran
di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi
Papua Barat juga menyandingkan Berita Acara klarifikasi
Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan
dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu
Kabupaten Maybrat terhadap Oktavianus Pagirik. ( Bukti
PK.35-18), selain itu serta rekamanan audio percakapan
suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara
Pemilu KPU Kabupaten Maybrat, yakni Oktavianus
Panggirik ( Bukti PK.35-19).

Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Barat
memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat yakni
Saudara Semuel Way dan Farli Sampe Toding Rego
untuk dimintai keterangan terkait Audio bukti percakapan
antara saudara Farli Sampe Toding Rego dan Oktavianus
Panggirik, serta mengklarifikasi dokumen yang
diserahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat
pada saat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Papua Barat,
selain itu juga mengklarifikasi beberapa penyataan yang
disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat.
(Bukti PK.35-20) ( Bukti PK.35-21)

Bahwa terhadap keseluruhan hasil klarifikasi
ditemukan adanya perubahan pengakuan hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat KPU
Kabupaten Maybrat,. sehingga dengan demikian
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2.1.4.

2.1.5.

berdasarkan hasil kajian yang dapat dikesimpulkan
bahwa pelanggaran tersebut juga menggandung dugaan
pelanggaran kode etik sehingga Bawaslu Papua Barat
telah meneruskan Laporan Pelanggaran Nomor
003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 ke Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Terlapor
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris
KPU Kabupaten Maybrat serta Kasubbag Teknis
Penyelenggara Pemilu ( Bukti PK.35-23) ( Bukti PK.35-
24). Selanjutnya khusus untuk keseluruhan penjelasan
terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap perbuatan
perubahan perolehan suara pemilu di Tingkat KPU
Kabupaten Mayrat telah terjelaskan pada kajian dugaan
pelanggaran Pemilu Nomor
003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni
2019. ( Bukti PK.35-22).

Laporan Nomor : 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019.
Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud
Indow. terhadap laporan tersebut hingga batas waktu
perbaikan, pelapor tidak dapat memenuhi syarat formil
dan materil sehingga laporan pelapor tidak dapat
diregistrasi. ( Bukti PK.35-25);

Laporan Nomor : 004/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki
kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan
003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019,
perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten
Maybrat. (Bukti. 35-10).

Laporan Nomor : 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019
tanggal 20 Mei 2019 perihal terkait Anggota PPD Distrik
Manokwari Barat menyalin C1 Plano ke DA1, sementara
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hasil sudah di pleno di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi
Papua Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti
dengan pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari
dengan Surat Pelimpahan Nomor
:042/K.PB/HK.08/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 ( Bukti
PK.35-26) ( Bukti PK.35-27).

2.1.6. Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 tanggal
24 Mei 2019. Atas nama Pelapor Pieter Konjol, SE., MA.
Tidak diregistrasi karena perbaikan laporan pelapor yang
diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat telah
melebihi batas waktu perbaikan laporan dugaan
pelanggaran. dengan demikian laporan pelapor tidak
dapat dapat diregistrasi. ( Bukti PK.35-28);

Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki
kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan
003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019,
perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten
Maybrat. (Bukti PK.35-10).

2.2. Bahwa Data penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota se
— Papua Barat yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diadukan
adalah sebagai berikut :

2.2.3. MAYBRAT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah menerima

Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu , sebanyak

5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

2.2.3.1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang
diajukan oleh partai Nasdem pada tanggal 1
Desember 2018 Materi laporan yang diajukan oleh
Partai Nasdem adalah sebagai berikut:
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2.2.3.2.

(Bukti PK.35.10-8)

a. Bahwa pada tangal 1 desember, telah terjadi
pengerusakan baliho caleg DPRD Kaupaten
Mayrat dapil Il atas nama Dolfinus Asmuruf dari
partai Nasdem.

b. Bahwa atas laporan tersebut bawaslu
kabupaten maybrat menuangkan dalan
formulir laporan nomor
01/LP/PL/34.11/X11/2018.

c. Bahwa berdasarkan kajian awal bawaslu
kabupaten maybrat,terhadap laporan yang
diajukan oleh partai Nasdem tidak memenuhi
syarat formil dan materil sehinga tidak dapat
diregistrasikan untuk ditindaklanjuti.

Laporan dugaan tindak pidana pemilu yang

dilaporkan oleh Bpk Bernadus semunya. Dan

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten

Maybrat laporan yang diajukan oleh Bernadus

Semunya memenuhi syarat formil dan materil.

Dan Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi

dengan nomor 002/LP/PL/34.11/XI11/2018

bawaslu kabupaten maybrat mengirimkan
undangan Kklarifikasi kepada saksi, pelapor dan
terlapor untuk dimintai keterangan namun dari
pepalor datang kantor bawaslu kabupaten
maybrat untu menarikan kembali laporannya
sekarena pelapor masih memiliki hubungan
keluarga dengan terlapor sehinga tidak dapat
ditindaklanjuti. ( Bukti PK 35.10-9)
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2.2.2.3. Laporan dugaan pelangaran tindak pidana pemilu
yang dilaporkan oleh panwaslu distrik Aifat utara,
pada tanggal 20 april 2019. Dan berdasarkan hasil
kajian awal memenuhi syarat formil dan materil
dam diregistrasikan dengan nomor : 04/
REG/PL/34.11/1V/2019. Bawaslu Maybrat
mengirimkan undangan Klarifikasi kepada saksi,
pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan.
Bahwa berdasarkan hasil kajian bawaslu
merekomedasikan : ” memberikan teguran keras
kepada PPD aifat utara yang telah menyebab
form daal- dpr untuk rekapt setiap tps dalam
wilayah kecamatan di kampung susai;
memberikan teguran kepada KPU kabupaten
maybrat karena pada saat pemeriksaan awal di
tkp tidak ditemukan sk kpps;meneruskan kepada
penyidik kepolisian kabupaten maybrat untuk
melanjutkan proses penyidikan ke pidana umum
yang berhubungan dengan mengangu ketertiban
umum.mengumumkan status temuan dengan
menggunakan formulir b.15 sebagaimana diatur
dalam peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2018
tentangpenanganan laporan dan temuan
pelanggaran pemilihan umum.” ( Bukti PK 35.10-
10)

2.2.3.2. Lapoan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu
yang dilaporkan oleh Saudara Dance Kocu Caleg
Partai Gerindra pada tanggal 19 April 2019. Dan
berdasarkan kajian awal dinyatakan tidak

memenuhi syarat materil karena kurang alat bukti.
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2.2.3.3.

Sehinga tidak dapat diregistrasikan dan
ditindaklanjuti. ( Bukti PK 35.10-11)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah
melakukan penanganan terhadap Temuan
Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN , sebanyak
1 ( satu) dengan rincian sebagai berikut: (bukti PK
35.10-12) Temuan Dugaan Pelanggaran
Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat
pada tanggal 5 januri 2019 dan telah diregister
dengan nomor 005/TM/PL/34.11/1/2019. Materi
temuan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat adalah
sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 5 januari 2019, Seblon
Yubiah melakukan deklarasi sahabat seby.

b. Bahwa dalam kegaiat deklrasi sahabat seby,
dihadiri oleh 5 caleg dari dapil I.

c. Bahwa pukul 13.00 saudara Theopilus
Yaam, yang merupakan PNS dengan
jabatan Sekretaris merangkap Pjs, Bappeda
kabupaten Maybrat turut hadir dalam
pertemuan tersebut.

d. Bawha dalam pertemuan tersebut Sdr.
Theophilus Yaam mengajak Menghimbaun
dan menyerukan agar masyaraket memilih
partai PKS.

e. Bahwa terhadapa temuan tersebut, bawaslu
kabupaten maybrat membahas temuan
tersebut bersama sentra gakkumdu.

f. Bahwa temuan tersebut memenuhi unsur

tindak pidana pemilu dan rekomendasi untuk
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dilimpahkan kepada penyidikan untuk
selanjut dilakukan penyidikan dari kepolisian.

g. Bahwa dari hasil penyidikan dari pihak
kepolisian terhadap temuan bawaslu
kabupaten maybrat, selanjut  pada
pembahasan ketiga, Kepolisian , Bawaslu
Kabupaten Maybrat dan kejaksajaan
merekomedasikan untuk  dilimpahkan
kepada kejaksaan untuk penuntutan.

h. Bahwa hasil putusan terhadap tindak pidana
pemilu memutuskan saudara theopilus yaam
bebas.

2.2.3.4. Temuan dugaan pelanggaran penambahan suara
dan pengurangan suara oleh KPU Kabupaten

Maybrat. (Bukti pk 35.10-13)

a. Bahwa pada pleno penetapan hasil
rekapitulasi penghitungan perolehan suara,
Pemilihan Presiden/Wakil presiden RI, DPR-
RI, DPD-RI, DPRD Propinsi dan DPRD
Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada
tanggal 15 Mei 2019 terdapat penambahan
perolehan suara dan  pengurangan
perolehan suara pada DPD tertentu dan juga
ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi
perolehan suara dapil IV untuk DPRD
Provinsi.

b. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap
hasil rekapitulasi penghitungan perolehan
suara oleh Bawaslu Provinsi Papua barat

maka bawaslu memerintahkan kepada
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Bawaslu Maybrat untuk mendaklanjuti
temuan dugaan pelanggaran tindak pidana
pemilu Dugaan penambahan perolehan
suara dan pengurangan perolehan suara.
Bahwa berdasarkan hasil kajian awal
Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap
temuan nomor : 06/TM/PL/34.11/V/2019
makan dinayatakan memenuhi syarat untuk
ditindaklanjuti

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan
pembahasan kedua bersama sentra
gakkumdu maka bawaslu
merekomendasikan agar : Meneruskan
kepada Penyidik Kepolisian Kabupaten
Maybrat untuk dilakukan penyidikan,
meneruskan kepada DKPD untuk diproses
sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan.
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